
 

 
 

 
BUPATI  CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
    PERATURAN BUPATI CIAMIS 

 

NOMOR  66  TAHUN 2022   
 

TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BARANG PERSEDIAAN YANG TIDAK MEMILIKI 

NILAI PEROLEHAN DI KABUPATEN CIAMIS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CIAMIS, 

 
Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 

Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis; 
 

  b. bahwa barang persediaan yang bersumber dari hibah yang 

tidak memiliki nilai perolehan belum diatur dalam Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Petunjuk Teknis 

Penilaian Barang Persediaan yang Tidak Memiliki Nilai 

Perolehan di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

SALINAN 
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  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahum 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintahan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi 

dan Pelaporan Barang Milik Daerah: 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Ciamis; 
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  22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis 

Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis; 

  23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

BARANG PERSEDIAAN YANG TIDAK MEMILIKI NILAI 
PEROLEHAN DI KABUPATEN CIAMIS. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Ciamis. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat;  

7. Nilai suatu barang adalah manfaat ekonomi dari barang tersebut berdasarkan 

kondisi pasar pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dengan besaran 

uang; 

8. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 

9. Penilai Pemerintah adalah Penilai PNS di lingkungan pemerintah yang diberi 

tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian. 
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10. Nilai Wajar persediaan merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian 

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi 

wajar (arm’s length transaction). 

11. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat 

diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu barang. 

12. Obyek penilaian adalah barang persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya 

seperti hibah, donasi, pemberian, hadiah, diproduksi sendiri dengan tidak 

diketahui nilai perolehan. 

 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan petunjuk dalam 

pelaksanaan penilaian barang yang tidak memiliki nilai perolehan di Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

  

Pasal 3 
 

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menentukan nilai perolehan 

barang milik daerah yang tidak memiliki nilai perolehan. 

 

 

PENILAIAN BARANG 

 

Pasal 4 

(1) Kriteria yang digunakan dalam penilaian persediaan dengan menggunakan 

faktor fisik, manfaat, kondisi barang, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun 

pembuatan dan spesifikasi teknis dan harga pasar. 

(2) Penilaian Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan 

Nilai Pasar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian.   

 

Pasal 5 

(1) Penilaian Persediaan dilakukan dengan menggunakan perbandingan data 

pasar berdasarkan estimasi harga pasar pada saat penilaian atas barang yang 

sejenis. 

(2) Penilaian Persediaan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan 

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila 

diperlukan untuk melaksanakan penilaian. 

 

Pasal 6 

(1) Hasil penilaian barang persediaan digunakan untuk mengetahui nilai wajar 

dari persediaan yang tidak memiliki nilai perolehan. 

(2) Hasil penilaian barang persediaan merupakan estimasi dari nilai barang 

persediaan yang cukup jelas datanya, berpedoman pada periode tertentu yang 

mengandung hasil Analisa perhitungan yang relevan, sebagai penunjang dalam 

kegiatan penilaian. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.  

 
 

Ditetapkan di Ciamis 
pada tanggal  29 Agustus 2022 

 
BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/Ttd 
 

 
H. HERDIAT SUNARYA 

 

 
 
Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal  29 Agustus 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 
 

Cap/Ttd 

 
 

H. TATANG 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 66 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Cap/ttd 

 

DENI WAHYU HIDAYAT, SH. 

NIP. 19781209 200901 1 001 


